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KEPALA DESA PESUCEN

FKECAMATAN HALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAYN DIEGA PESUCEN

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

HENCANA PEMEANGUNAN JANGEA MENENGAH DESA

Menimbang

Mengingat

TAIIUN 2023 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

(V)

KEPALA DESA PESUCEN

bihwa uniuk melaksanakan lkeientuan Pasal 49,
Avar () Perzturan Menteri Desa, Pernbangunan
Daer:h Testingeal, Dan Trarnsmigrasi Nomor 21
Tehun 202( tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdavaan
Masyarakat IDesa, Pengesahan Dokumen RPJM
Deosa dila<ukan dengan penandatangan Peraturan
Desa tentang RPJM Desa oleh kepala Desa dan
ketua BPD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurul a, perlu menetapkan
Peraturan Desa  Pesucen tentang Rencana
Pe mbangunan Jangka Menengah Desa Tahun
2023 = 2029.

. Undang-LUindang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Jistem Perercanaar  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur
2004 Nermor 104);

Uncang-LUndang Normor 6 Tanun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia
Tzhun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Megara Republile indonesia Nomor 5495);

. Undme-ndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Ziptr Rera fLembaran Negara tahun Republik
[mdonesie Talun 2014 Nemor 7, Tambahan
Lembaran Mepara Reopublik Indonesia Nomor

-
)

. Feraturar Feraerintalhh Nomor 8 Tahun 2008

Lentang [shapan, Ttacarea Penyusunan,
Fencendadan can Evaluasi Prlaksanaan Rencana
Fembiuneunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Mdonesi Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lemonran  Mepara  Bepublik  Indonesia Nomor
4737)

Srpptierzoy Pimnerintan Nomor 43 Tahun 2014
ceatonye Pevetoren Pelidizanaan Undang-Undang
Mormios 3 Tahan 2014 lentang Desa (Lembaran
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Megara kepuelik Indonesia Takun 2014 Nomor
123 Tembabhan  Lembaran  Negara  Republik
Idonesin Homor  38559)  rebagaimana  telah
czboenpa kah diabaly, werakinr dengarn Peraturan
Femenntah Nomor 11 Tanun 2019  tentang
Feruoahan kRedua atas Peraturan  Pemerintah
Vemor <3 Tahun 2014  tentang Peraturan
Felaceanaan Undang-Unden: Nomor 6 Tahun
2014 tenzin2 Desa Lembarzn Negara Republik
(Mdonesin Tabure 201+ Nomnor 123, Tambahan
Lembares  Megara  Republis  Indonesia  Nomor
$539)

5. Feraturz: Pzinerintan Nomor 60 Tahun 2014
tetany Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Fendapatan daa Belanja Negara (Lembaran Negara
Fepublik Inzoncsia Tihun 2014 Nomor 168,
Tzmbahen Lzmbaran Negara Repubdlik Indonesia
Nemor 5358) sebageimana telah diubah beberapa
kali terakinir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
4 Tahua 2016 (Lembaran Negara Republik
Ladonesia Tahun 2016 Nomor 57);

7. Frraturar Pazmerintan Nomor 11 Tahun 2022
trntang =2acan JUsana Milik Desa (Lembaran
Megara Repaiiil indonesia Taliun 2022 Nomor 21,
fzmbanzn Lanbaran Megara Repuolik Indonesia
Momor 6623)

3. Fzrivwrar Mecteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun

2215 zertanp Evaluasi Perkemntangan Desa Dan
felurnnan  (Beriza flezara Reputlik  Indonesia
Tzhun 2015 Memer 20357)

3. Ferrotueznr Mentzs Dalzm Negert Nomor 44 Tahun
;016 rentan: lewenangan Desa (Berita Negara
vept blile adenesia Tchon 20105 Nomor 1037);

[0 #%er urie Mentere oaden Negert Nomar 110

{zhve 2C1€ teatany Bace:n Prrmusyawaratan
Desa (Besta Nezara Fepublk Indonesia Tahun

2017 Nenmuar 29);
Cters i Mentes Dalam Nezeri Nomor 86 Tahun
17 nting Tata Curz Perencanaan,

Fepeendadien Lan Bzzhuasi Peonbangunan Daerah,
Tzt Cara Bvaluas: Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Reacana P2mbangunan Jangka Panjang
Daeran  Dan Rencana Pemvangunan  Jangka
VMenengan Cazrsh, Serta T:'a Cara Perubahan
Fencana Permbanguaan Janzla Panjang Daerah,
sencanz  Fenbangunan Jargka  Menengah
Deeral, Den Rencana Kerjio Pemerintah Daerah
(Ber i Negara Repablik Indoncesia Tahun 2017
Nonior 1312)

12.Perauran Mentes Dalam Negoeri Nomor 96 Tahun
3017 rtentang Tata Cara K:irja Sama Desa di
Sidane  Perieriniahan  Desa  (Berita Negara
meputlik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

[3.Perauras Menteri Dalam Negeri Republik
fadonesin Momos 18 Tahun 2018  Tentang
Lemoaga Kemasyaragatan Lesa Dan Lembaga
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Adar Dera (Berita Negara Republik Indonesia
Tzhun 2018 Nomcer 569);

.Peracuran Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
£11);

Peraturan Menteri Desa, Pemmbangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Momor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
(3er:tan Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomior 1203),

Peraturas Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinegal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun
2019 tentang Fedoman Umum Pendampingan
Masvaralist  Desa  (Berita Negara Republik
[donesia Talhun 2019 Homor 1262);

JFPeraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Teruageal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun
3020 tentarsz Pedoman Umum  Permbangunan
Desa dar Pemberdaynan Masyvarakat Desa (Berita
NMegara lepunlik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1533)

Peracurac Bupet Banvawang: Nomor 22 Tahun
0200 Toatang, Pedoman Teknis Pengawasan
Duara Desa nan flokas: Dana Desa  (Berita
Daerab  Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020
Momior 220,

Per. ucan Bupal. Banvuwang: Nomor $9 Tahun
2020 Tertang Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten
Banvuwangi Tahun 2020 Nomor 59);

Perasuran Bupati Banvuwang Nomor 47 Tahun

3016 Teatanp Kewenanzan Desa Berdasarkan
Hilde 2sal Usal dan Kewenanpan Lokal Berskala
Desn (Berita Daerali Kabupaten Banyuwangi
[zhun 2015 Nemor 47);

JPeramiran Bupat: Banyvuwangi Nomor <0 Tahun

2017 Tenzang Susunan Orpanisasi dan Tata
fer.  Pemaerimiah Desa (Berita  Daerah
Kabupamen Baryuweng Tahun 2017 Nomor 40);

). Perauran HBupal. Banvawang' Nomor |8 Tahun

3020 Tentang Tata Caia Pembagian  dan
Frnctapan Rncian Dana Desa Bagi Setiap Desa
MBer m Daerah Kabupaten Eanyuwangi Tahun
2018 Notor 13%);

Peraturas Bupat. Banvuwang: Nomor L0 Tabun
2020 Teraang Perubaban Atas Peraturan Bupati
Baryvuwangi NHomor 17 Tahun 2019 Tentang
Fedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di
[cabupaten Banmyuwangi (Berita Daerah
[Kabupaten Baryvuwangi Tahun 2020 Nomor 10);
Peracuran Bupal Banyvuwangi Nomor 20 Tahun
2020 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan
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Lzinnva i2gi Kepala Desa, Sekertans Desa dan
Frrungke Deea Lainmyva Serta Tunjangan dan
Operasional  Badan Permusyawaratan  Desa
Barta Daerah Kabupaten Eanyuwangzi Tahun

.

2020 Nemor 20);

Derngan Kescpa<atan Bersama

DADAN PERML SYAWAFATAN DESA PESUCEN

can
KEMAOLA JE8SA PLSUCLEN

MEMUTLUSKAN:

PERATURAN DLES( TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGEA MEMNENCAH DESA TAHUN 2023-2029

BAB |
FETENTUARN UMUM

Pasal 1

Dalam Pzrataran Desa ini yang dimaksud .

1

L.

0.

Desa edelah dess dan desa adat steau vang disebut
dengan nama lain. selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat Fookum yang memiliki batas
wilavah  vang  benwenang  untuk  mengatur  dan
menguris urusan permerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masvarakat, halk asal usul. dan/atau hak tradisional
vang, diakui dan dihormzt dalam sistem pemerintahan
MHegzra Hesatuan Repablik indonesie.

Perdesaan acalah lawasan kerja sama antar Desa
untuk nengembangan usaha, kegiatan
lcemasyuakatan, pelayanan. pembangunan,
pemos2ro s n masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
Pembancanan Deza adalah upava peningkatan kualitas
luduo  dar  kshidupan uantuk  sebesar-besarnya
lcemakmar masvarakat Desa.

Pembangunas Pzrdesaan adalalh pembangunan vang
dilaksarz o arnar Desa delam bidang pengembangan
usahi, kzglaian kemasyarakatan, pelayanan,
pembanganas, pembardayaan masyarakal, keamanan,
dan kercrtiban,

Pemberdavazn Masyarnkat  Desa  adalah  upaya
mengembangkan kemandirian  dan  kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
leete:ampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memariaatkan sumber daya melalui  penetapan
leebiakan, program, kegiatan dan pendampingan yang
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat Desa.

Lewenangan Desa adalah kewenangan vang dimiliki
Desa meiiol i kswenangan di bidang penyelenggaraan
pemeri-tahan Desa, pelaksanaan P2mbangunan Desa,
pembircan semasyerakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarekat Dess berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pemerictnnan Desa adalale penyelenggaraan urusan
pemerittnnan dan Kepentingan masyarakat setempat
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calin tter s pemer ntaban Hegara Kesatuan Republik
Indoine -

Pemeri. tah Ocsa cdocah kepala Desa atau yang disebut
dengan nama kun dibantu perangkat Desa  scbagai
unsur poavelenggara Pemernntahan Desa.

Bacun Permusyawaratan  Desa vang  selanjutnya
disingkat BIPD atn vang disebut dengan nama lain
adalah lermbags  yang meinksanakan fungsi
pemeris mhan yang cnggotanva merupakan wakil dari
pencduc.ale Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapran sceara dermokraus.

Musvawaral Dess aiaa vang disebnt dengan nama lan
adalah rnusvawerah antara 8PD, Pemerintah Desa, dan
unsur masvarakat vang disclenggarakan oleh BPD
untuk menye pakati hal yang bersifat strategis.
Musvawaralk Perencanaan Pembangunan Desa yang
selenjutnya discbut  Musrenbang  Desa  adalah
musvawarab anizra BPD, Pemenntah Desa, dan unsur
masyvarokat  vang, diselenggaralkan  oleh  Pemerintah
Desa untulk meactapkan prioritas, program, kegiatan,
dan kebutuhzn Pembangunan Desa yang didanai oleh
angearan pendapatan dan belanja  Desa, swadaya
masvatakal Desz. dan/atau angzaran pendapatan dan
belecija daerzh kaosupaten/kota.

Peratursn Desa zdalah peraturan perundang-undangan
vang di etankan cleh keovale Desa setelah dibahas dan
disepak:u: bersama BPD.

Perencanaar.  Pembangunan Desa  adalah  proses
tahapan  kepiatan yang  disclenggarakan  oleh
Pemerintah Des2 dengan melibatkan BPD dan unsur
masyarakat sscara parsipatif guna pemanfaatan dan
pengalokasian  sumber cdava DDesa dalam rangka
peninglkaian kualitas hidup manusia dan
penangeulanzan kemiskinan.

5DGs Dgsa adalan upaya terpadu Pembangunan Desa
nntuk percepat:n pencapéian tujuan pembangunan
berkelanjutan.

Penclatsan Desa aclalah proses penggalian,
pengumpulan, pencazatan, verifikasi dan validasi data
$DGs Dese, yang memuat data objelktif kewilayahan
dan kewarpgean Desa berupa aset dan potensi aset Desa
vans dopat Jdidayagunakan unulk pencapaian tujuan
Pempansanan Dese, masalah ekonomi, sosial, dan
bucaye yang capat digurakan  sebagai bahan
rekomer s pervusunar program dan kegiatan
Penibar g Desa. serta data <lan informasi terkait
laintye vang meaggambarkian kondisi objektif Desa dan
masyarakat Desa,

Sistem inlorinasi Desa adalah sistem pengolahan data
kewisy o ban dan  data kewariaan di Desa yang
aisecoalan cementerian Desa, Pembangunan Daerah
“ertingo . gon Uransmigiasi sertz dilakukan secara
terpadu derzan nendasagunakan fasilitas perangkat
lanak dos paarpkal keras, jarinpan, dan sumber dava
manuen. wotule disajilkan merjadi informasi  yang
berpgun:. daam peningkatan efekivitas dan  efisiensi
pelayanan public serta desar perumusan  kebijakan
strategs Pentbanvunan Desa.
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Peta Jalan SDGs Desa adaluh doxumen 1encana yang
mmemuc” kehyakonn steatepis dan tal:apan pencapaian
$DGs Desa sampai dengan tahure 2039,

Rencar: Pesabancunnn Janeka Menengah Desa yvang
selenjutayn diseba: RPIM Desn adalah cokumen
perencanaarn  kegiatan embanzunan Desa  untuk
jangka wakta 0 (enam) tahuan.,

Rencani  kerjn Memerintth Desa yvang selanjutnya
disehut B Desa adalah dekumen penjabaran dari
RPJM Lo2sa i jangka widdtu | (satu) tahun,

Daftar Usulin @104 Desa adalih penjabaran RPIM
Desa ving menjadi pagian carr REJM Desa untuk
jangika waloy (satuy tahun vang akan diusulkan
Pemorictan Desa kepada  pemerintah daerah
labupa en/lista  melalui  mekanisme  perencanaan
pembanzunar dacrah.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekzyasn asli Desa, dibzli atau diperoleh atas beban
anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan
hak lair. vang san.

Potensi Asc: Desa adelah segala potensi Desa yang
melioutl sumber dava alam dan lngkungan hidup,
sumber daya menusia. sumber dzva sosial dan budaya,
sumber dava ckonoini, dan sumber daya lainnya yang
dapat ciakscs, dikembangkan, dan/atau diubah oleh
Desa menjadi sumber dava nembangunan yang dimiliki
atau menjadi As:t Desa, dikelola, dioiah, dimanfaatkan,
dan  dpergunekan bage  keszjahkterasn  bersama
masyarakat Desa,

Anggarcn  Pendapatan dan Belanja Desa  yang
selenjuinya discbut  AP3  Desa  adalah  rencana
lzeuangan tahiunan Femenntahan Desa.

Dana Desa adzlal dane vang bersumber dari anggaran
pencapatan dar belanjea nepare yvang diperuntukkan
hag: De sz veag dicransfer mellu arggaran pendapatan
den belania dasvab kabupaten/keta dan cigunakan
untuk “wembavar peryadenzgaraan Pemerintahan Desa,
pelesinan Fea bangunan Desa, pembinaan
lemasyvoaakatan Desa, dan Pemoerdayaan Masyarakat
Idesz.

Aoliasi Dara Dess adalall dana perimoangan vang
dgiterns kabupeten ko datain angzaran pendapatan
den beln:ja daerah ltasupaten; kota sctelah dikurangi
dana alcbas khusuas.,

Lemoagn Kenasvarakatan Dess atau disebut dengan
nama zin  adzlah  lembaga vang dibentuk oleh
moasyarobal sesus: cengan kebutuhan dan merupakan
mitra Ferneriatzh Dese dalarn memberdayakan
masyvarskat besi.

lLemoaga ~dat Dlesa adalah lembaga  yang
menvelenggerilan unzsi adat istiadat dan menjadi
bagian dari susunan asli Desa vang tumbuh dan
berkemoony atas orekarsa masyerakat Desa.

Peleccsana Fegictan adalah pelaksana  kegiatan
Pemoangura: lese den Pembergevaan  Masyarakat
Desa, terdin da. cnsur perangka: Desa, Lembaga
Kemasviralctan e dan unsur masyarakat.
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(1)

Pencdariomg i Dere  adalah upaya  meningkatkan
lapasitas, efektivitas. dan akuniabilitas pemerintanan
Desa, FFembanguean Desa, Pemberdayaan Masyarzkat
Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha
milik Desa dan/atav badan usaha rulik Desa bersama,
peninglcatan sinergitas program cdan kegiatan Desa, dan
kerja soma Desa untuk mendukung pencapaian SDGs
Desa.

Kader “emb:rdayzan Masyarakat Desa adalah anggota
masyarakat Desa vang memiliki prakarsa dan/atau
vang dipiiih  oleh  Desa untuk menumbuhkan,
mengembangkan, dan  mengeerakkan  prakarsa,
partsipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan
masyarakat Desa,

Bacen Usehz Milik Desa, vang selanjutnya disebut
BUNM Desa, adaizh nedan hukum vang didirikan oleh
Desz chur/ztan carsama Desa-Desa guna mengelola
usaha, rmemanfeatkan asel mergembangkan invesiasi
dan  prccduanvites, menyediakan  jasa  pelayanan,
dan/at-u menyedickan jenis usaha lainnya untuk
sebzsaracsactva lescjahteraan masyvarakat Desa.

Pihak etga adalan lembega swadaya masyarakat,
pergurnan  Ling2l, organsasi kemasyarakatan, atau
perusasaan, vang sumber xeuangan dan kegiatannya
ticlal: boresa dan angzaran pendapatan dan belanja
negzca  argearan cendapaian dan belanja  daerah
provine.  ar @ataa ssadapatan dan belanja daerah
labupacen/hizia, dasfaweu APE Desa.

BAB I
SISTEMATIEA PENYUSUNAR RPJM Desa

Pasal 2
RPJM  Des: Tahun  2023-2020
sisteaniza schapei beakual:
BAB 1. [ ENDAHULJAN
.y 5 Latar Daigkang ..iesesnnieiee.
2.l PMeksud dan TUJUAN woeieeeiimeiiimiisssiniveinsie

disusun dengan

CieesesasasarssasRaaean

333, D587 HUKLIM o eererseosnassssssnsssiasssssassissssasasssaasssson
.8, Tahao:zn Penyusunan APIM Desil viiiiecssssinnes
BAB 11. PROFIL DE'SA wrenneesssssssinnsnssssississanssssasasaasinsasee

o rondsi Unuin Desa e
&.1.2
P12
.13
2.1.4

Sajaran Desz.iine.
tonddsi Geografis DEsau. e,
tonde<i Sosial Budaya DEse veieveienesnneiionssessenne
Fandsi Ekenami D258 e

215  Fondei Infrastrukbur DS ....veseissrssivscnsssanssnsons
el Fondsi Pemerintzhan DESE ueeieiisiiniseississiesens
2.2.1  Pambzgan Wilayah Dasa.....iiiieiisisisssiess
2.2 Stukeur Orgenisasi Pemerinte

I:h ~hiv r' L El .o

Vigl
[ 13| PPN

BAB Jil
31
3.2
343
LBAB IV.
4.1
4,2

PAISE s iiiiosssisnaisioninsisinneskiuivorasesvavansbissnoaiuisuonasess
PLMUEAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA......
MELRIBN civsmsinvaiiasmmiveionras vhu o TR eiin R san A v se RN

POLBNRSE scsiiinsavim i iamsreuscoubrasbengass
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BAB V..
Hil
5.2

[\AB V1.

6.1
0.2
0.3
0.4
(.5

[IAB V1]
i §

»
ek

l‘h

&,
oJ
6.

8.
G

-e

I

=3

19,

20,

.
ARAH EEBIILIKAN PEMBANGUNAN L.vveciianieianns
Arah Kebijakan Femdanaunan De3a caeie.
Arah kebijakan Feuandan Desa.....oveeeeensseseen
PROGIAM DAM KEGIATAN PEMZANGUNAN DESA
Bidzng Penyelenacaran Pemerintanan Desa...... .-
Bidana Peleksanaan Pembangunan e,
Bidang Pembinain Kemasyarakitan w e,
Lidang Pembarcayaan Masyarakat Desé ...,
Bicare  Paanggdlangan  Bencana,  Keadaan
Mendesak (e Darurat L3innya ceaeeeeseessssassesesane

l.a [E)llfl"” 1eens0060 0080 8tharasecsdessaasionssse ielinieisseasnsssns
B ORIBUIELY L onsesmmmmmmmsemsssmssania s amssanos ois
SATANSAraAN coeeciiennene e s AsRRe R

TRAFISLAMPIRAN
GK Tin Penyusun RPJIA D258, e cevensecersesiensosne
bzt rancane  progwam dan Kegiatan
‘i‘T-b' naunan yang akan masuk ke Desa ...........
ADOran Pemataan ASAl ..cisiecissiesiossescssonssassones
Lasoren Hasil Pergkajian l\eada‘ n Desa (Pt D)
Gambar Pe@ 50518l Desa....eeeeeecrirenrenns oy
Falencer Musim...... sejeRa R
Cafar Masalah can Potensi dari Kalender Musim.
Daftar Masalah can Potensi Skeis2 Desa ..
[afar  Mazalah  Can Potensi  Dari  Bagan
R@lEMIEAAAN wirvreessssrsiierannsessnnsianasssensesssssosssane
Daftar inventaricic POLENSI cisiisceinsiasessisenssesaione
Laftar lnventaricicr Maszlah..
Penencuzan Tindzkan Ma;.-:lah ............................
Penakajian Tindakan Pernecahan Masalah ..........
Penenzuzn Perinakat Tindakan..........
Daftar Gagnzan Dusun/Keloempcl...... Sva
[lelap tulasi Usulan Rer.:.ana l"t-giatan

Pembengunan DBSA «.iiiiiiisiiiiiiiisisissiaasisssisoane
fancatcan  Rencana Fembzngunan  Jangka
f1energah DeSa..ieieeceivorcoises R R

[farita Acara [lusyewrarah (.’*ll 3am,ra1 Desa
tertang  Perencanaan De:i,  Musyawarah
Cusun/elernpok,  Musvawarah  Perencanaan
Parnbznaunan Desa, Musyawarah Deasa tantang
Pambznzsan dan Penyepalkatar Rancangan RPIM
Uncancan dan  Daftar  Hadr  Musyawarah
(Musyawarah D253 tantang Pzrencanzan Desa,
[Musyawmaran  Zusun/Kelompel,  Musyawarah
Parencanagn Pembangunan Desa, Musyawarah
Desa tentany 2ambahasan dan Penyzpakatan

Rancarcan RPIM Desa).....
flctuler. Musvev.arah 'MLsyam dh De:a tentang
Perencanagn Dasa. Musyawarah

Lusunfielempat,  Musvawarah  Perencanaan
Pernbenzunan Dese, Musyawarah Desa tentang
Partanszsan dan Penyepakatan Rancangan RPIM
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=l Foaasza Badan Fermusyawaratan Desa (BPD)
[ess Pesun wertang sesepiiatan Rancangan
o t2aang (WPIM DEEY tuviicier srornvssonee

)

(o0 tcaleten/ioto Desy (Pesgcajon Keadaan
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(2) Penjabaran sistematiza REJM Desa Tahun 2023-2029
sebazarnara dimaksud peda ayac (1) sebagaimana
tercantura dalam Lampiran merupakan bagian yang tak
terpisat kan dari Peraturan Desa ini.

dasal 3
RPJV. Dese Tahun 2023-2029 merupakan landasan dan
necloman bag Pemerintasan Desa, Lembaga
Remesyacakatan Desa dan masyaraka: dalam pelaksanaan
pe:ntangunan Desa.

Pasal 4
Peiaksanaar asntbanzunan sebagaim:ana dimaksud dalam
Pasal 3, disksanalan sscara transparan, partisipatif dan
akuntabel vleh pelaksana kegiatan peraibangunan dengan
menyusun  Rencima Kesa dan Anggaran  (RKA), Daftar
Peiaksanaan anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan
olch Pelelisana Kegiawzn dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RPJM Desa dzpa divhan dalam hal:

a. terjad: poristwa khusus, ssperti bencana alam, krisis
politik, Lrisis ckonomi can/atau kerusuhan sosial yang
berkepar jengan; atau

b. terdepat  operubanan meadesar  atas  kebijakan
Pemerintell, Semerwntah Daerali Provinsi, dan/atau
Pemerintall Doergln Kabupaten.,

Pasal 6
Perubahzn DPJM Dasi senagaimana dimaksud dalam Pasal
5 dibshas  lan cisepakzti bersama dengan BPD dalam
Viveranbeng Desa dan selanjuinya ditetapkan  dengan
Peraturan Desa.
BAB [l
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
1) Berzzs: o Pesituran Desa ini selanjutnya disusun
Joroar s Bes o Ferorinah Desa <XP Desa).
2} Hal-aa yene belurn dianw dalam Peraturan Desa ini,
sepasjungy  caraiensd el pololsanaannya  diatur
lebib larjut olzn Kepala Desa.

Pasal 8
Pe-etaral Cesan i r2l berlaku pada  tanggal
divndans kai.
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Agar selip OriLE mengetahui, memerintahkan
peaguncangn Poraturan Desz il dingan penempatannya

cdalam Lembiran Desz

Ditetapkan di=g Desa Pesucen
Pada u;m_.‘,f.zul‘-u R Maret 2024
KEPALA DESA PESUCEN

s ]

Moan di - Desa Pesucen
15 Marcet 2024
DESA PESUCEN
sernenamiAt 0ESA\ L N

pEsucCtH
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